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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
Tentang  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais, H. R. H.

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

	Pihak Terkait
	:
	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024

	Pokok Perkara
	:
	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	5 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	

	Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 2  memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara KPU 1893/2024, bertanggal 6 Desember 2024 dengan alasan yang pada pokoknya adanya dengan dugaan keterpenuhan persyaratan calon Bupati Nomor Urut 1 bernama Drs. Edi Damanysah yang telah menjabat Bupati Kiutai Kartanegara selama 2 periode.
Bahwa terkait terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, bertanggal 6 Desember 2024. 
Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, bertanggal 6 Desember 2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.
Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Selanjutnya,  Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
	Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 04.06 WITA. Adapun Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.35 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun terhadap permohonan a quo terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur).
bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dengan petitum permohonan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 desember 2024 pukul 04.06 WITA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
5. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E;
6. Memerintahkan kepada:
a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabuapten Kutai Kartanegara;
b. Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum Pemohon a quo, ternyata pada petitum angka 3, Pemohon tidak jelas meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kutai Kartanegara 1893/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, ataukah membatalkan Keputusan KPU Kutai Kartangera 1131/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Setelah Mahkamah mencermati petitum angka 3 a quo, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana nomor dan perihal keputusan tersebut tidak sesuai (berbeda);
Bahwa selanjutnya, pada petitum angka 6, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, dan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersamaan. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan ketiga permintaan tersebut, kecuali petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon. Petitum yang saling bertentangan ini tidak hanya ambigu tetapi juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan jika permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, mengingat masing-masing petitum memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan oleh Termohon. Menurut Mahkamah, rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, permohonan Pemohon telah ternyata tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon tidak jelas, saling bertentangan, dan tumpang tindih, sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan a quo dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (obscuur). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur) dan terhadap permohonan Pemohon menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus berkenaan dengan isu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang tidak dipenuhi salah satu pasangan calon karena di duga telah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Kutai Kartanegara, baik sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati maupun sebagai Bupati definitif, akan diperiksa dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
Bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:
	


Dalam Eksepsi:
3. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
4. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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